BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAGIRI HULU,

bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.
1253/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Hasil Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2021
dan Rancangan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun
Anggaran 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2021;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 18 ayat (6);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republilk Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republilk
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425);
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Menetapkan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor
19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor
19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014
Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri
Hulu Tahun 2016 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
Tahun 2020 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun
2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022
Nomor 2)j;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1
Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri atas :
a. Pendapatan
1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 122.885.367.481,97
2. Pendapatan Transfer Rp. 1.321.687.267.887,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 65.601.158.245,00
Jumlah Pendapatan Rp. 1.510.173.793.613,97
b. Belanja
1. Belanja Operasi
a. Belanja Pegawai Rp. 676.780.543.773,33

b. Belanja Barang ...



b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 380.027.810.146,00
c. Belanja Bunga Rp. 0,00
d. Belanja Subsidi Rp. 0,00
e. Belanja Hibah Rp. 7.064.907.131,00
f. Belanja Bantuan Sosial Rp. 0,00
Jumlah Belanja Operasi Rp. 1.063.873.261.050,33
2. Belanja Modal
a. Belanja Modal Tanah Rp. 363.000.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 38.410.531.884,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 72.872.802.388,05
d. Belanja Modal Jalan,Jaringan, dan Irigasi Rp. 82.613.728.728,28
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 39.996.200,00
Jumlah Belanja Modal Rp. 194.300.059.200,33
3. Belanja Tidak Terduga Rp. 323.343.519,00
4. Belanja Transfer
a. Belanja Bagi Hasil Rp. 3.684.698.115,00
b. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 251.643.766.569,00
Jumlah Belanja Transfer Rp. 255.328.464.684,00
c. Pembiayaan
1. Penerimaan Rp. 323.889.946.899,18
2. Pengeluaran Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 323.889.946.899,18
Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp. 320.238.612.059,49

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci
lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4 ...



Pasal 4
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I[.1 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal l%&, 2022

’e XKBUPATI INDRAGIRI HULU, -
4

Diundangkan di Rengat
pada tanggal | Septenger 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

S

i

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2022 NOMOR 25

Tt




Lampiran I : Peraturan Bupati Indragiri Hulu
Nomor 29 Tahun 2022
Tanggal "l Gepévser o2
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NoO URAIAN ANGGARAN i pssinsien %
1 | PENDAPATAN
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH
3 Pendapatan Pajak Daerah 44,691,387,940.00 40,851,158,642.00 3,840,229,298.00 91.41
4 Pendapatan Retribusi Daerah 4,398,522,125.00 3,525,084,942.00 873,437,183.00 80.14
5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 1,515,195,948.00 1,619,174,844.00 -103,978,896.00 106.86
Dipisahkan
6 Lain-lain PAD yang Sah 81,041,662,759.00 76,889,949,053.97 4,151,713,705.03 94.88
7 Jumlah Pendapatan Ash Daerah 131,646,768,772.00 122,885,367,481.97 8,761,401,280.03 93.34
8
9 PENDAPATAN TRANSFER
10 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1,178,087,686,448.00 1,201,810,470,750.00 |  -23,822,784,302.00 102.02
i1 Pendapatan Transfer Antar Daerah 123,192,436,068.00 119,776,797,137.00 3,415,638,931.00 97.23
12 Jumlah Pendapatan Transfer 1,301,280,122,516.00 1,321,687,267,887.00 | -20,407,145,371.00 101.57
13
14 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
15 Pendapatan Hibah 1,350,000,000.00 660,000,000.00 690,000,000.00 48.89
16 Dana Darurat 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan 65,109,100,000.00 64,941,158,245.00 167,941,755.00 99.74
Peraturan Perundang-Undangan
18 Jumiah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 66,459,100,000.00 65,601,158,245.00 857,941,755.00 98.71
18
20 | JUMLAH PENDAPATAN 1,499,385,991,288.00 1,510,173,793,613.97 | -10,787,802,325.97 100.72
21
22 BELANJA
23 BELANJA OPERASI
24 Belanja Pegawai 748,958,084,378.00 676,780,543,773.33 73,177,540,604.67 90.24
25 Belanja Barang dan Jasa 453,138,279,628.00 380,027,810,146.00 73,110,469,482.00 83.87
26 Belanja Bunga 0.00 0.00 0.00 0.00
27 Belanja Subsidi 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Belanja Hibah 7,886,694,603.00 7,064,907,131.00 821,787,478.00 89.58
29 Belanja Bantuan Sesial 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Jumiah Belanja Operasi 1,210,983,058,615.00 1,063,873,261,050.33 | 147,109,797,564.67 87.85
31
32 BELANJA MODAL
33 Belanja Modal Tanah 365,435,500.00 363.000.,000.00 2,435,500.00 99.33
34 Belanja Modal Peralaian dan Mesin 48,307,982,448.00 38,410,531,884.00 9,897,450,564.00 79.51
35 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 79,315,871,878.00 72,872,802,388.05 6,443,069,489.95 91.88
36 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 90,878,028,027.00 82,613,728,728.28 8,264,299,298.72 90.91
37 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 40,000,000.00 39,996,200.00 3,800.00 99.99
38 Jumlah Belanja Modal 218,907,317,853.00 154,300,059,200.33 | 24,607,258,652.67 88.76
39 0.00 0.00 0.00 0.00
40 BELANJA TIDAK TERDUGA
41 Belanja Tidak Terduga 3,399,416,763.00 323,343,519.00 3,076,073,244.00 9.51
42 Jumlah Belanja Tidak Terduga 3,399,416,763.00 323,343,519.00 3,076,073,244.00 9.51
43
44 BELANJA TRANSFER
45 Belanja Bagi Hasil 4,380,147,513.00 3,684,698,115.00 695,449,398.00 84.12
46 Belanja Bantuan Keuangan 251,972,412,032.00 251,643,766,569.00 328,645,463.00 99.87
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47 Jumlah Belanja Transfer 256,352,559,545.00 255,328,464,684.00 1,024,094,861.00 99.60
48 | JUMLAH BELANJA 1,689,642,352,776.00 1,513,825,128,453.66 | 175,817,224,322.34 88.59
49

50 | SURPLUS/DEFISIT -190,256,361,488.00 -3,651,334,839.69

51

52 PEMBIAYAAN

53 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

54 Penggunaan SILPA 190,256,361,488.00 323,889,946,899.18 | -133,633,585,411.18 170.24
55 Pencairan Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00 0.00
56 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0.00 0.00 0.00 0.00
57 Penerimaan Pinjaman Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00
58 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00
59 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0.00 0.00 0.00 0.00
60 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 190,256,361,488.00 323,889,946,899.18 -133,6.’.’:3,585,41l.tl3 170.24
61

62 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

63 Pembentukan Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00 0.00
64 Penyertaan Modal Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00
65 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 0.00 0.00 0.00 0.00
66 Pemberian Pinjaman Daerzh 0.00 0.00 0.00 0.00
67 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0.00 0.00 0.00 0.00
68 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0.00 0.00 0.00 0.00
69 | Pembiayaan NETTO 190,256,361,488.00 323,889,946,899.18

70

71 | Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran 0.00 320,238,612,059.49
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Lampiran I.1

Peraturan Bupati Indragiri Hulu

Nomor 123 Tahun 2099
Tanggal © 1 Sepeenser 5099
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2021
Organisasi :1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jumlah (Rp.) Bertambah/ (berkurang)
Kode Rekening Uraian e % mm ar Keterangan
Anggaran Realisasi Jumlah % HRU

4 PENDAPATAN DAERAH 0.00 64,941,158,245.00 | (64,941,158,245.00) 0.00
1.01.00.2.01.01 0.00 64,941,158,245.00 | (64,941,158,245.00) 0.00
1.01.00.2.01.01.43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 0.00 64,941,158,245.00 64,941,158,245.00 0.00

YANG SAH
1.01.00.2.01.01.4303 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan 0.00 64,941,158,245.00 64,941,158,245.00 0.00

Ketentuan Peraturan Pernndang-

Undangan
1.01.00.2.01.01.430301 Lain-lain Pendapatan 0.00 64,941,158,245.00 64,941,158,245.00 0.00
1.01.00.2.01.01.43030101 Pendapatan Hibah Dana BOS 0.00 64,941,158,245.00 64,941,158,245.00 0.00
1.01.00.2.01.01.430301010001 | Pendapatan Hibah Dana BOS 0.00 64,941,158,245.00 64,941,158,245.00 0.00
5 BELANJA DAERAH 487,761,421,738.00 | 467,529,775,428.38 20,231,646,309.62 | 95.85
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 337,584,634,270.00 317,903,980,129.33 19,680,654,140.67 | 94.17

PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 333,284,555,267.00 | 314,306,494,233.33 18,978,061,033.67 | 94.31

Daerah
1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 333,284,555,267.00 | 314,306,494,233.33 18,978,061,033.67 | 94.31
1.01.01.2.02.01.51 BELANJA OPERASI 333,284,555,267.00 | 314,306,494,233.33 | (18,978,061,033.67) | 94.31
1.01.01.2,02.01.5101 Belanja Pegawai 333,284,555,267.00 | 314,306,494,233.33 | (18,978,061,033.67) | 94.31
1.01.01.2.02.01.510101 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 211,302,996,143.00 | 193,905,599,301.33 | (17,397,396,841.67) | 91.77
1.01.01.2.02.01.51010101 Belanja Gaji Pokok ASN 154,928,870,546.00 | 147,761,551,343.00| (7,167,319,203.00) | 95.37
1.01.01.2.02.01.510101010001 | Belanja Gaji Pokok PNS 151,084,286,546.00 144,272,947,343.00 (6,811,339,203.00) | 95.49
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: Jumlah (Rp.) Bertambah/ (berkurang) Désar
Kode Rekening Uraian : Huiku Keterangan
Anggaran Realisasi Jumlah % b et
8.01.06.2.01,05.510202040132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1,500,000.00 510,000.00 (990,000.00) | 34.00
8.01.06.2.01.05.510202040202 | Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk 365,600.00 182,800.00 (182,800.00) | 50.00
Dokumentasi
8.01.06.2.01.05.51020205 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1,500,000.00 510,000.00 (990,000.00) | 34.00
8.01.06.2.01.05.510202050009 [ Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat 1,500,000.00 510,000.00 (990,000.00) | 34.00
Pertemuan
8.01.06.2.01.05.510204 Belana Perjalanan Dinas 21,350,000.00 20,050,000.00 (1,300,000.00) | 93.91
8.01.06.2.01.05.51020401 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21,350,000.00 20,050,000.00 (1,300,000.00) | 93.91
8.01.06.2.01.05.510204010003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21,350,000.00 20,050,000.00 (1,300,000.00)| 93.91
SURPLUS/DEFISIT (7,772,147,804.00) | (6,199,874,130.00) | (1,572,273,674.00) | 79.77
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